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Abstrak - Artikel ini mengkaji ketegangan antara Legal formalism dan tuntutan efektivitas kebijakan publik 

dalam praktik tata kelola pemerintahan modern. Meskipun banyak kebijakan publik telah memiliki legitimasi 

hukum yang kuat, berbagai studi menunjukkan adanya implementation gap yang menyebabkan kebijakan gagal 

mencapai dampak sosial yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi peran hukum dalam perumusan 

kebijakan publik dengan menempatkan hukum sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter hukum normatif yang diperkaya melalui analisis 

kebijakan publik, dengan memanfaatkan bahan hukum dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dominasi Legal formalism cenderung membatasi fleksibilitas kebijakan dan melemahkan 

efektivitas implementasi. Artikel ini menawarkan kerangka integratif yang memadukan prinsip rule of law, good 

governance, dan policy effectiveness, sehingga hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi formal, 

tetapi juga sebagai penggerak kebijakan publik yang responsif dan berkeadilan. 

Kata Kunci: Legal formalism; Kebijakan Publik; Efektivitas Kebijakan; Rule of Law; Tata Kelola Pemerintahan. 

 

 

Abstract - This article examines the tension between Legal formalism and the demand for policy effectiveness in 

modern public governance. Although many public policies possess strong legal legitimacy, numerous studies 

reveal an implementation gap that prevents policies from achieving their intended social impact. This study aims 

to reconstruct the role of law in public policy formulation by positioning law as an adaptive and outcome-oriented 

policy instrument. Employing a qualitative approach grounded in normative legal research enriched with public 

policy analysis, the study draws on legal materials and reputable scholarly literature. The findings indicate that 

the dominance of Legal formalism tends to constrain policy flexibility and weaken implementation effectiveness. 

This article proposes an integrative framework that combines the principles of the rule of law, good governance, 

and policy effectiveness, emphasizing that law should function not merely as formal legitimacy but as a strategic 

instrument for responsive and equitable public policy. 
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PENDAHULUAN  

 

Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama bagi negara dalam meraih tujuan 

konstitusional dan memastikan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran 

integral dalam membentuk dan melaksanakan berbagai kebijakan publik, baik melalui undang-undang, 

peraturan pemerintah, maupun regulasi teknis lainnya (Putra & Lubis, 2024). Namun, sering kali 

terdapat ketegangan antara hukum sebagai entitas formal dan upaya untuk mencapai efektivitas 

kebijakan, yang dikenal dengan istilah implementation gap (Kennedy, 2025). 

 

Legal Formalism dan Kesenjangan Implementasi 

Legal formalism menekankan konsistensi dan kepatuhan terhadap teks hukum dan prosedur 

legislasi, yang sering kali mengabaikan elemen substantif dari efektivitas kebijakan (Taufiqurrohman 

et al., 2024). Banyak kebijakan yang secara normatif dianggap sah dan memenuhi standar hukum 

ternyata tidak mampu memberikan dampak sosial yang diharapkan (Warjiyati et al., 2024). Hal ini 
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menciptakan tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pendekatan legal yang 

lebih substantif dalam desain dan pelaksanaan kebijakan. 

Penelitian mengenai implementation gap menunjukkan bahwa meski suatu kebijakan memiliki 

legitimasi hukum yang kuat, faktor-faktor seperti kelemahan dalam institusi pelaksana, dukungan 

masyarakat yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya sering kali menghambat pencapaian hasil 

yang diinginkan (Yuliana, 2024; Iman et al., 2025). Analisis terhadap kebijakan pendidikan juga 

mencatat adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi yang dihadapi di 

lapangan, menunjukkan pentingnya penguatan kerangka hukum di tingkat lokal (Sari et al., 2021; 

(Nurakhmadi et al., 2024). 

 

Alternatif Pendekatan: Sinergi Hukum dan Kebijakan 

Menghadapi tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk menjembatani legal formalism 

dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap hasil kebijakan (Anindya, 2025). Dalam konteks ini, 

hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kepastian, tetapi juga sebagai instrumen untuk 

mendorong efektivitas kebijakan dan menciptakan nilai publik yang lebih substansial (Hidayat et al., 

2024; Rahman, 2025). Diskursus mengenai good governance dan kebijakan berbasis bukti dapat 

memberikan kerangka bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif dan efektif (Firdaus et al., 

2024; Rahma & Sambas, 2025). 

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil dalam 

perumusan kebijakan akan meningkatkan potensi keberhasilan kebijakan (Nurakhmadi et al., 2024). 

Hal ini terlihat dalam kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, di mana partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap 

kebutuhan warga (Insani et al., 2025). 

 

Kontribusi Hukum dalam Kebijakan Publik 

Hukum tidak seharusnya dilihat sebagai entitas yang terpisah dari kebijakan publik. Sebaliknya, 

hukum seharusnya menjadi bagian integral dari desain kebijakan, berfungsi sebagai pedoman dalam 

mengarahkan proses pengambilan keputusan (Wijaya et al., 2025; Himayasari et al., 2022). Penelitian-

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan publik yang berhasil cenderung memiliki landasan 

hukum yang jelas dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada (Koskina et al., 2024). Melalui 

pendekatan interdisipliner yang menghubungkan ilmu hukum dengan studi kebijakan publik, diagnosis 

terhadap kegagalan kebijakan dapat dioptimalkan (Monge, 2025). 

Dari perspektif interdisipliner ini, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi peran hukum 

dalam perumusan kebijakan publik dengan menempatkannya sebagai jembatan antara kepastian 

normatif dan efektivitas kebijakan. Dengan mengadopsi prinsip rule of law dan good governance, 

diharapkan hukum dapat menjadi alat yang tidak hanya formalistik tetapi juga adaptif dan kontekstual 

dalam menyongsong tantangan masa depan (Iqbal et al., 2023; Pratama & Novianto, 2021; Bastian et 

al., 2025). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan 

karakter penelitian hukum normatif yang diperkaya melalui analisis kebijakan publik. Pendekatan ini 

dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman, penafsiran, dan rekonstruksi peran hukum dalam 

perumusan kebijakan publik. Tujuan utama adalah untuk menjembatani legal formalism dengan 

tuntutan efektivitas kebijakan (policy effectiveness) (Dewi, 2023; Kartikawati, 2021). 

 

Pendekatan Metodologis 

Secara metodologis, penelitian ini mengombinasikan dua pendekatan utama: pendekatan 

konseptual dan pendekatan kebijakan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi 

teoritis yang ada mengenai hukum, kebijakan publik, legal formalism, dan tata kelola pemerintahan 

yang terdapat dalam literatur akademik (Kurniawaty et al., 2022; Prasetyo, 2024). Sementara itu, 

pendekatan kebijakan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum dalam desain dan implementasi 

kebijakan publik, serta bagaimana regulasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam praktik 

pemerintahan (Abbas et al., 2024; Prasetyo, 2024). 

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini mencakup tiga kategori utama: 
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1) Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan 

publik yang berhubungan dengan proses perumusan dan implementasi kebijakan. 

2) Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan hasil 

penelitian sebelumnya yang membahas topik hukum, kebijakan publik, dan tata kelola 

pemerintahan (Bakillani et al., 2022; Muhammad, 2024). 

3) Bahan Non-Hukum: Termasuk laporan kebijakan, dokumen dari lembaga internasional, dan 

publikasi institusional yang berkaitan dengan isu efektivitas kebijakan dan kualitas regulasi 

(Febrinaharnum & Prasojo, 2025; Zulfa & Sumiati, 2025). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur secara 

sistematis. Dokumen hukum dan kebijakan dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan fokus 

penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pendekatan hukum yang dominan 

dalam perumusan kebijakan publik, serta untuk memetakan perkembangan konsep legal formalism dan 

policy effectiveness dalam literatur terkini (Yenny et al., 2023; Solichin, 2025). 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan dua teknik utama: 

1) Analisis Isi (Content Analysis): Teknik ini digunakan untuk mengkaji substansi regulasi dan 

dokumen kebijakan dengan menelusuri narasi, konsep, dan asumsi hukum yang mendasarinya. 

Fokus analisis adalah pada bagaimana hukum sebagai alat normatif diterjemahkan dalam 

praktik dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan (Hassanah, 2022; Munandar et al., 

2024). 

2) Analisis Kebijakan (Policy Analysis): Teknik ini berfungsi untuk mengevaluasi kontribusi 

peran hukum terhadap kualitas desain kebijakan dan efektivitas implementasinya. Hasil dari 

analisis tersebut kemudian disintesis untuk membangun kerangka rekonstruktif mengenai peran 

hukum dalam perumusan kebijakan publik (Munandar et al., 2024; Nugroho, 2024). 

 

Validitas dan Keandalan Temuan 

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi 

sumber dengan membandingkan berbagai jenis sumber data dan perspektif akademik yang relevan 

(Efendi & Cahyono, 2020; Qoiriya, 2025). Konsistensi analisis juga dijaga melalui penggunaan 

kerangka konseptual yang jelas serta rujukan literatur yang kredibel, sehingga temuan penelitian tidak 

hanya bersifat reflektif tetapi juga memiliki dasar akademik yang solid dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Putra & Lubis, 2024; Pratiwi & Santoso, 2022). 

Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman 

komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik, serta menawarkan rekonstruksi 

peran hukum yang relevan bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan efektivitas 

kebijakan publik (Arwanto, 2025; Kusumaningsih & Suryoto, 2022). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara hukum dan kebijakan publik dalam praktik 

pemerintahan modern masih didominasi oleh pendekatan legal formalism. Pendekatan ini cenderung 

menempatkan hukum sebagai tujuan normatif yang harus dipenuhi secara prosedural, bukannya 

berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai efektivitas kebijakan (Aswandi, 2022; Firdaus et 

al., 2024). Hal ini tercermin dalam proses perumusan kebijakan yang lebih menekankan pada kepatuhan 

terhadap hierarki peraturan dan kelengkapan legalitas, sementara dimensi substantif seperti 

keberterimaan sosial, kapasitas implementasi, dan dampak kebijakan sering kali berada pada posisi 

sekunder (Assyifarizi et al., 2025; Tapenova & Akparova, 2024). 

 

Ketegangan Antara Hukum dan Efektivitas Kebijakan 

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak dapat diukur 

semata-mata dari keberadaan dasar hukum yang sah (Arsali & Musyafaah, 2024). Dalam banyak kasus, 

kebijakan yang telah dirancang dengan legitimasi hukum yang kuat justru mengalami hambatan serius 

pada tahap implementasi. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan struktural antara kepastian hukum 

dan efektivitas kebijakan. Kepastian hukum yang dibangun melalui legal formalism sering kali 

menghasilkan regulasi yang kaku, kurang adaptif terhadap dinamika sosial, serta sulit dioperasionalkan 

oleh pelaksana kebijakan di lapangan (Rahman, 2025; Jagadhita, 2025). 
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Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa legal formalism cenderung membatasi ruang 

diskresi kebijakan yang diperlukan untuk merespons kompleksitas masalah publik. Ketika hukum 

diposisikan secara rigid, kebijakan publik kehilangan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan 

konteks lokal dan perubahan lingkungan strategis. Akibatnya, kebijakan yang secara normatif benar 

dapat menjadi tidak efektif, bahkan kontraproduktif, dalam mencapai tujuan sosial yang diharapkan 

(Putra & Lubis, 2024; Koblandin & Kanatbekuly, 2025). Kondisi ini mempertegas bahwa hukum yang 

terlalu prosedural berpotensi melemahkan fungsi kebijakan sebagai alat rekayasa sosial. 

 

Fungsi Hukum dalam Kebijakan Publik 

Dalam perspektif kebijakan publik, temuan ini menunjukkan bahwa hukum seharusnya tidak 

dipahami sebagai kerangka yang membatasi, melainkan sebagai enabling framework yang 

memungkinkan kebijakan berfungsi secara optimal (Prabaningrum, 2025). Hukum yang efektif adalah 

hukum yang mampu mengakomodasi prinsip evidence-based policy, partisipasi publik, dan 

akuntabilitas kebijakan. Dengan kata lain, hukum perlu dirancang sebagai bagian integral dari desain 

kebijakan, bukan sekadar legitimasi formal di tahap akhir perumusan kebijakan. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan rekonstruksi peran hukum dalam 

perumusan kebijakan publik melalui pendekatan integratif. Rekonstruksi ini menempatkan hukum 

dalam tiga fungsi utama: 

1) Hukum sebagai instrumen normatif yang menjamin kepastian dan legitimasi kebijakan. 

2) Hukum sebagai instrumen kebijakan yang adaptif, yang dirancang dengan mempertimbangkan 

kapasitas implementasi dan konteks sosial. 

3) Hukum sebagai instrumen tata kelola yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan 

efektivitas kebijakan (Puanandini et al., 2023; Faisal et al., 2020). 

Ketiga fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu kerangka tata kelola 

kebijakan publik. 

 

Integrasi Antara Rule of Law dan Policy Effectiveness 

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa integrasi prinsip rule of law dengan efektivitas kebijakan 

tidak berarti mengorbankan kepastian hukum. Sebaliknya, kepastian hukum justru diperkuat ketika 

hukum mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, rule of law 

tidak lagi dipahami secara sempit sebagai supremasi norma tertulis, melainkan sebagai prinsip tata 

kelola yang menjamin bahwa hukum bekerja untuk kepentingan publik secara nyata. Dengan demikian, 

efektivitas kebijakan menjadi indikator penting bagi kualitas hukum itu sendiri (Fitriani et al., 2025; 

Daud et al., 2025; Harimurti, 2021). 

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, temuan penelitian ini memiliki implikasi strategis. 

Perancang regulasi dan pembuat kebijakan perlu mengadopsi pendekatan kolaboratif yang 

mengintegrasikan analisis hukum dengan analisis kebijakan sejak tahap awal perumusan kebijakan 

(Firdaus & Koswara, 2024). Pendekatan ini mendorong pergeseran paradigma dari law-driven policy 

menuju policy-informed law, di mana hukum disusun berdasarkan kebutuhan kebijakan dan bukti 

empiris, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Fadel et al., 2022; Miliienko, 2023). 

 

Kontribusi Penelitian 

Novelty utama artikel ini terletak pada tawaran kerangka rekonstruktif yang menjembatani 

dikotomi klasik antara legal formalism dan efektivitas kebijakan. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang cenderung bersifat kritik normatif atau evaluasi kebijakan sektoral, artikel ini 

menghadirkan sintesis konseptual yang menempatkan hukum sebagai instrumen kebijakan yang 

fungsional dalam tata kelola pemerintahan (Widhiasthini et al., 2024; Oderiy et al., 2024). Kontribusi 

ini memperkaya diskursus hukum dan kebijakan publik dengan perspektif integratif yang relevan bagi 

penguatan kualitas kebijakan di negara berkembang. 

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi peran hukum 

merupakan prasyarat penting bagi peningkatan efektivitas kebijakan publik. Hukum yang 

direkonstruksi secara fungsional tidak hanya menjaga legitimasi negara, tetapi juga memastikan bahwa 

kebijakan publik benar-benar bekerja untuk mencapai tujuan sosial yang diharapkan.  

 

KESIMPULAN 

 

Artikel ini menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan kebijakan publik tidak dapat 

dipahami semata-mata melalui pendekatan legal formalism. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
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keberadaan regulasi yang sah secara hukum dan prosedural tidak secara otomatis menjamin efektivitas 

kebijakan publik. Dominasi pendekatan normatif yang menempatkan hukum sebagai tujuan akhir telah 

berkontribusi pada munculnya kesenjangan antara legitimasi regulasi dan dampak kebijakan di 

lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kebijakan publik bukan hanya persoalan 

kepatuhan hukum, tetapi juga persoalan desain dan tata kelola kebijakan. 

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menekankan perlunya rekonstruksi peran hukum dalam 

perumusan kebijakan publik. Hukum perlu direposisi sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan 

fungsional, yang sejak tahap awal perumusan kebijakan mempertimbangkan dimensi implementasi, 

konteks sosial, dan kapasitas pelaksana kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak lagi berfungsi 

sekadar sebagai legitimasi formal, melainkan menjadi bagian integral dari desain kebijakan yang 

berorientasi pada hasil (policy effectiveness). 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip rule of law dan efektivitas kebijakan tidak berada 

dalam relasi yang saling bertentangan. Sebaliknya, efektivitas kebijakan merupakan indikator penting 

dari berfungsinya rule of law secara substantif. Hukum yang tidak mampu menghasilkan kebijakan 

yang efektif dan berkeadilan berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, rule of law 

perlu dimaknai sebagai prinsip tata kelola yang memastikan hukum bekerja untuk kepentingan publik 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Secara konseptual, kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka integratif 

yang menjembatani dikotomi antara legal formalism dan efektivitas kebijakan. Kerangka ini 

menempatkan hukum sebagai instrumen legitimasi normatif sekaligus instrumen kebijakan dan tata 

kelola pemerintahan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pendekatan kolaboratif dan 

interdisipliner dalam perancangan regulasi dan kebijakan publik, sehingga hukum dapat berperan lebih 

strategis dalam mendukung kebijakan publik yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan. 
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